
DISDIKJABAR TAK...
dari halaman KARAWANG BEKASIEKSPRES
Insyaallah kalau tidak hari 
ini (kemarin), besok tim 
kami akan konfirmasi lang- 
sung ke Kejari Karawang," 
ujar Kepala KCD Pendidi- 
kan Wilayah IV Jawa Barat, 
Ai Nurhasan, kepada KBE, 
kemarin (23/7).

Dijelaskan Ai, jika kasus 
yang yang menimpa kepa­
la sekolah tersebut terjadi 
pada 2015 dan 2016 sep- 
erti yang ramai diberitakan, 
maka saat itu SMA/SMK be- 
lum berada di bawah naun- 
gan Provinsi lawa Barat. 
"Alih kelola SMA/SMK ke 
Provinsi (Jawa Barat) mulai 
2017. Jadi saat 2015 dan 
2016 masih berada di Kabu- 
paten,” jelasnya.

"Yang jelas kami akan 
mencari tahu dulu kejelasan 
kasusunya, jika memang 
telah dijadikan tersangka 
mana SK penetapannya. 
Setelah itu baru kami akan 
menentukan langkah selan- 
jutnya,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan 
Negeri Karawang mene- 
tapkan kepala sekolaj jadi 
tersangka dugaan korupsi 
Dana PMMS dan Dana Ban- 
tuan Operasional Sekolah 
(BOS) di salah satu SMKN 
di Karawang. Penetapan ter­
sangka dilakukan bertepa- 
tan dengan hari ulang tahun 
Kejaksaan Republik Indone­
sia ke 60.

Kepala Kejari Karawang, 
Rohayatie mengungkapkan, 
tersangkanya adalah Kepala 
SMKN berinisial, LS. Dari 
hasil pemeriksaan penyidik 
kejaksaan, LS terindikasi

kuat telah menyalahgu- 
nakan dana peningkatan 
manajemen dan mutu se­
kolah (PMMS) dengan total 
anggaran Rp 8 miliar lebih 
tahun 2015 dan 2016.

“Oleh tersangka, seba- 
gian dana tersebut tidak 
digunakan sesuai aturan. 
Nilai kerugian yang mun- 
cul masih menunggu hasil 
pemeriksaan pihak BPKP," 
kata Rohayatie, seuasai 
memimpin upacara Hari 
Adhyaksa ke-60 tingkat Ka- 
bupaten Karawang, Rabu 
(22/7).

Menurut dia penyelidikan 
kasus tersebut telah dimulai 
sejak Januari 2020 silam. 
Pengungkapan kasus itu 
berdasarkan kepada lapo- 
ran masyarakat.

"Dari hasil proses penyidi- 
kan yang dilakukan tim pe­
nyidik diperoleh alat bukti, 
antara lain keterangan saksi 
dari pihak SMKN 2, pihak 
Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Karawang, 
beberapa pihak ke tiga, dan 
keterangan ahli hukum pi- 
dana,” kata Kajari.

Tersangka LS, lanjut dia, 
ditetapkan sebagai ter­
sangka dengan sangkaan 
Primer pasal 2 ayat 1 Un- 
dang-undang RI Nomor 31 
tahun 1999 tentang Pem- 
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana tel­
ah diubah dan ditambah 
melalui Undang-undang 
RI nomor 20 tahun 2001 
tentang Perubahan Atas 
Undang-undang RI Nomor 
31 tahun 1999 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana 
Korupsi, junto pasal 55 ayat 
1 ke-1 KUHP junto pasal 64 
ayat 1 KUHP junto pasal 18 
undang-undang RI Nomor 
31 tahun 1999.

Tersangka juga dijerat 
dundang-undang RI nomor 
20 tahun 2001 tentang peril 
bahan atas Undang undang 
RI Nomor 31 tahun 1999 
tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi pasal 
3 undang-undang RI No­
mor 31 tahun 1999. "Dalam 
kasus ini tidak tertutup ke- 
mungkinan ada tersangka 
lainnya,” ujar Rohayatie.

Di tem pat yang sama 
Kepala Seksi Pidana Khusus 
Kejari Karawang, Prasetyo 
Budi Hutoyo mengungkap­
kan, tersangka LS diangkat 
menjadi kepala SMKN sejak 
pertengahan 2015. Dia tak 
lagi menjabat kursi Kepala 
SMKN dua pekan lalu.

"B erdasarkan  fakta- 
fakta yang kami peroleh, 
tersangka kasus ini men- 
garah kepada saudara 
LS. Namun, modus op- 
erandi yang dilakukan 
tersangka, belum  bisa 
kami jelaskan saat ini,” 
kata Parsetyo.

Intinya, lanjut dia, yang 
bersangkutan telah meng- 
gunakan anggaran Dana 
Bantuan Operasional Se­
kolah dan Dana Bantuan 
Pendidikan Menengah Uni­
versal, juga Dana Pining- 
katan Manajemen Mutu 
Sekolah. "Dia memakai 
dana itu tidak sesuai den­
gan petunjuk teknis pelak- 
sanaannya," kata Prasetyo. 
(bbs/mhs)


